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BAB 1
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Paket undang-undang dibidang keuangan negara yaitu Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
membawa konsekuensi mengenai pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara
yang akuntabel dan transparan, sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan
negara benar-benar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan berwibawa atau lebih dikenal dengan istilah Good Governance.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia
dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga
publik,baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek
penting dalam good governance. Konsep ini bukan merupakan hal baru di
Indonesia. Karena hampir seluruh instansi maupun lembaga-lembaga pemerintah
menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi administratif dan
kepemerintahnnya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.



Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas,
khususnya dalam akuntablitas keuangan, mewajibkan setiap pengguna anggaran
yang merupakan unit entitas akuntansi pemerintahan dalam hal ini
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyelenggaraan akuntansi dan menyusun
laporan pertanggungjawaban atas aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan
yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Dalam mewujudkan tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara yang akuntabel dan sejalan dengan prinsip—prinsip good governance, salah
satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan atas
pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan
pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui
Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018. Masih seringnya
dijumpai kondisi-kondisi yang belum sesuai harapan, seperti tidak tertibnya
pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP
serta rendahnya penerimaan negara menjadi alasan terbitnya Inpres tersebut.
Permasalahan ini masih menjadi topik pembahasan yang hangat baik di instansi
pengelola maupun di berbagai media massa beberapa tahun terakhir. Permasalahan
lain adalah masih banyaknya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atau setidaknya wajar
dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI). Pemeriksaan keuangan negara terdiri atas pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Lingkup



pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan
pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara, dan yang melaksanakan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan
berdasarkan pada standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK yaitu Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam menyelenggarakan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat yang dimaksud sebagai
pengawasan intern pemerintah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP). Pemeriksan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan BPK
bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas laporan keuangan yang disajikan,
terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksan, yaitu: wajar tanpa
pengecualian (WTP); wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak
memberikan pendapat (TMP).

Berkaitan dengan opini atas laporan keuangan pemerintah, BPK RI
memberikan opini atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkingan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2014 - Tahun 2018

No Tahun Opini
1 2014 WDP
2 2015 WDP
3 2016 WDP
4 2017 WTP
5 2018 WTP

Tabel 1.1 ; Sumber bpk—ri 2014-2018



Pada tabel 1.1 diketahui bpk-ri memberi opini wajar dengan pengecualian
atas LK KLHK pada tahun 2014-2016. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK RI Tahun 2015-2017 mengungkapkan adanya penerimaan negara yang
diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam (PNBP SDA) yang tidak
teridentifikasi. Sedangkan pada tahun 2017-2018 opini yang diperoleh KLHK naik
menjadi wajar tanpa pengecualian, kenaikan opini yang diperoleh KLHK sejalan
dengan berkuranganya jumlah PNBP yang tidak teridentifikasi dalam LHP BPK-
RI Tahun 2018. Pada tabel 1.2 disajikan PNBP Tahun 2015-2017 yang tidak

teridentifikasi.

Tabel 1.2
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Tidak Dapat Diidentifikasi
Tahun 2015 s.d 2017

) 2015 2016 2017 Total
NO  Jenis PNBP BP Simponi BP Simponi BP Simponi
Dana
1 Reboisasi 1.893.702.868 3.082.387.768 288.044.386 5.264.135.022
Provisi
Sumber Daya
2 Hutan 5.011.237.919 2.761.188.032 167.694.756 7.940.120.707
3 IIUPH 13.207.600 13.207.600
4 PNT 428.514.287 19.801.980 448316267
5 _DPEH N B}
JUMLAH 6.904.940.787 6.285.297.687 475.541.122 13.665.779.596

Tabel 1.2 ; sumber lhp-spi bpk ri 2018

PNBP yang tidak teridentifikasi tersebut menyebabkan ketidakpastian
apakah merupakan penerimaan dari sumber Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
Dana Reboisasi (DR) dan Izin Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) tahun
berjalan atau sebagai penerimaan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya. Hal

ini juga akan menyebabkan penyajian nilai PNPB dalam Laporan Operasional dan

Piutang Bukan Pajak dalam neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.



PNBP yang tidak teridentifikasi tersebut bersumber dari penyetoran oleh wajib
bayar melalui rekening Bendahara Penerima. Penerimaan tersebut tidak merincikan
secara jelas sesuai dengan kodefikasi sebagaimana yang ditetapkan oleh KLHK,
yang seharusnya memasukan 15 digit kodefikasi. Mekanisme penyetoran PNBP
SDA kehutanan oleh wajib bayar dilakukan secara self assesment ke Kas Negara
melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atau melalui rekening bank
yang dikelola oleh bendahara penerimaan. SIMPONI dikelola oleh Direktorat
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang merupakan sistem informasi yang
dibuat dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem
perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.

Permasalahan yang diungkap BPK RI merupakan permasalahan yang
terjadi berulang sejak tahun 2015 hingga 2017, hal ini mengindikasikan
permasalahan pada akuntabilitas keuangan, khususnya pada akuntabilitas
penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya
alam. Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan perbaikan peran dan
fungsi sistem pengendalian intern (SPI) serta merekomendasikan pembenahan
penatausahan PNBP di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (Ditjen PHPL), KLHK.

Sehubungan tidak teridentifikasinya PNBP SDA yang terjadi secara
berulang menggambarkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada lingkup
Ditjen PHPL, KLHK tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Atas

permasalahan tersebut dan mengacu pada rekomendasi BPK RI, Ditjen PHPL,



KLHK berupaya meningkatkan peran dan fungsi SPI agar permasalahan yang sama
tidak terjadi kembali. SPI bertujuan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar
tujuan organisasi dapat dicapai secaran efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber
daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan informasi serta laporan dapat dipercaya
dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pengendalian merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
negara sejalan dengan prinsip—prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pengendalian diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan
yang telah disusun dapat berjalan efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga dapat
memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi,

tujuan yang telah ditetapkan.

Menyikapi rekomendasi BPK RI atas permasalahan terkait tidak
teridentifikasinya PNBP SDA, upaya konkrit yang dilakukan KLHK melalui Ditjen
PHPL dalam melaksanakan pengelolaan PNBP-SDA guna mengatasi permasalahan
yang sama tidak terjadi kembali dengan menerapkan pemanfaatan teknologi
informasi. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan negara
telah diakomodir melalui Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang E-
Goverment yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah
diterapkan Menteri Keuangan yang menetapkan sistem peneriman negara secara

elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Dengan penggunaan



teknologi informasi, tugas para pengelola keuangan negara akan semakin terbantu
dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang akurat
dan tepat waktu serta dapat memperbaiki, menyempurnakan dan mewujudkan
penatausahaan serta pengelolaan keuangan negara secara tertib, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Upaya yang dilakukan dengan menghadirkan Sistem
Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Sejak tahun 2018 rekening
bendahara penerima telah ditutup dan para wajib bayar diwajibkan melakukan
pembayaran kewajiban hanya melalui SIPNBP yang terintegrasi dengan SIMPONI
sehingga diharapkan penerimaan PNBP Sumber Daya Hutan sudah dapat
diidentifikasi seluruhnya. Dengan diterapkannya SIPNBP sebagai media
pembayaran bagi para wajib bayar dalam memenuhi kewajibannya telah membawa
dampak positif bagi KLHK dan para wajib bayar. SIPNBP yang dikelola Ditjen
PHPL KLHK berfungsi sebagai media bagi wajib bayar dalam melakukan
penyetoran kewajibannya secara self assesment yang terintgrasi dengan SIMPONI.

Namun pada tahun 2018 permasalahan yang sama masih ditemukan
adanya penerimaan yang tidak dapat diidentifikasi. Berdasarkan LHP BPK RI atas
LK KLHK diungkap kembali PNBP SDA yang tidak dapat diidentifikasi sebesar

Rp295.965.837,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
PNBP yang Belum Dapat Diidentifikasi Tahun 2018
No Jenis PNBP Realisasi
1 Dana Reboisasi 87.542.625
2 Provisi Sumber Daya Hutan 167.473.431
3 ITIUPH 40.949.781
Jumlah 295.965.837

Tabel 1.3 sumber lhp bpk ri 2018



Berdasarkan data kepegawaian Ditjen PHPL KLHK, terdapat 832 orang
pegawai, yang ditempatkan pada 6 (enam) unit satker pusat dan 16 (enam belas)
unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 289 orang pegawai
di unit satker pusat dan 543 di unit satker balai (daerah). Selain itu, Ditjen PHPL
juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia
dan kompetensi. Dukungan jumlah SDM yang cukup diharapkan mampu
mewujudkan tujuan organisasi, SDM diharapkan dapat bekerja lebih berkualitas,
mampu menerima setiap tantangan dan perubahan yang semakin cepat, dan mampu
melakukan terobosan-terobosan baik inovasi maupun regulasi. Terkait permasalah
PNBP yang tidak teridentifikasi, perhatian Ditjen PHPL KLHK atas penempatan
pegawai telah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pelatihan dan
pengalaman serta kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam
menajalankan tugas dan fungsi pekerjaannya perlu didukung dengan sumber daya
manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tidak
hanya dilihat dari latar belakang pendidikannya namun juga dapat dilihat dari
pelatihan-pelatihan yang diikuti dan pengalaman dalam suatu bidang pekerjaan
tertentu. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali.
Dengan penempatan SDM yang sesuai kompetensi nya akan mampu melaksanaan
tugas dan fungsi yang diemban. Kegagalan SDM dalam memahami dan
menerapkan logika terkait pelaksanaan tugas dan fungsi akan berdampak pada tidak
tercapainya tujuan dari organisasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum teridentifikasi pada Laporan

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan



Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, 2016, 2017
dan 2018 mengakibatkan nilai PNBP yang diperoleh dari sumber daya alam
menyebabkan penyajian nilai PNPB dalam Laporan Operasional dan Piutang
Bukan Pajak dalam neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Hal
tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara.

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang
akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian.
Pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang jadi objek
penelitian. Dari uraian latar belakang dan dari perbedaan hasil penelitian tersebut
diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Direktorat Jenderal
Pengeloaan Hutan Produksi Lestari Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem
informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan dan

parsial terhadap akuntabilitas keuangan ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan memahami pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan
sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas

keuangan.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.  Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual,
mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah.

2.  Bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian
LHK (Ditjen PHPL KLHK), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan informasi dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam
peningkatan akuntabilitas keuangan negara pada satker di lingkungan
Ditjen PHPL KLHK Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat
berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat

dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

10



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dari analissis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan :

1

4.1

4.2

Sistem pengendalian intern berpengaruh positif siginifikan terhadap
akuntabilitas keuangan.

Sistem penerimaan negara bukan pajak berpengaruh positif signifikan
terhadap akuntabilitas keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap
akuntabilitas keuangan.

Secara simultan sistem pengendalian intern, sistem informasi penerimaan
negara bukan pajak dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di lingkup Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Besarnya kontribusi yang
diberikan masing-masing variabel independen terhadap wvariabel
dependen,yaitu:

Sistem pengendalian intern hanya berkontribusi sebesar 4,5% atau hanya
berkontribusi 10% dari total R Square terhadap akuntabilitas keuangan di
lingkup Ditjen PHPL, KLHK.

Sistem informasi penerimaan negara bukan pajak berkontribusi paling
besar terhadap akuntabilitas keuangan di lingkup Ditjen PHPL, KLHK,

yaitu sebesar 21,5% atau 47,3 dari total R Square.
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4.3

Sedangkan kontribusi yang diberikan dari variabel kompetensi sumber
daya terhadap variabel akuntabilitas keuangan di lingkup Ditjen PHPL,

KLHK sebesar 19,4% atau 42,7% dari total R Square.

Saran

Bagi Ditjen PHPL, KLHK

Kontribusi sistem pengendalian intern hanya sebesar 4,5% dari nilai R
Square terhadap akuntabilitas keuangan, hal ini sesuai dengan persepsi
responden terkait indikator variabel SPI atas 10 butir pertanyaan kuesioner
penelitian. Pada indikator lingkungan pengendalian, dari 84 responden 15
menyatakan tidak setuju dan 8 responden menyatakan ragu-ragu mengenai
peran dan fungsi SPI. Hal ini menggambarkan bahwa tidak semua
responden paham dan mengerti tentang peran dan fungsi SPI. Dan pada
indikator penaksiran resiko sebanyak 10 dari 84 responden menyatkan
ragu-ragu atas peran dan fungsi SPI. Berdasarkan uraian tersebut penulis
menyarankan agar peran dan fungsi sistem pengendalian intern perlu
ditingkatkan lingkup Ditjen PHPL, KLHK.

Agar kompetensi sumber daya manusia di lingkup Ditjen PHPL KLHK
semakin baik, penulis menyarankan dapat lebih memperhatikan
kompetensi staf sesuai dengan bidangnya, hal ini berdasarkan persepsi
reponden terkait indikator skills pada variabel kompetensi sumber daya
manusia, dari 84 responden 16 menyatakan ragu-ragu atas kompetensi

sumber daya manusia.
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Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang akuntabilitas

keuangan disarankan untuk:

a. Menambahkan variabel lain untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor
lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan.

b. Memperbanyak jumlah sampel penelitian agar diperoleh hasil
penelitian yang lebih baik lagi.

c. Diharapkan selain menggunakan penyebaran kuesioner juga melakukan
wawancara secara langsung terhadap responden sehingga kesimpulan
tidak hanya diambil berdasarkan data yang telah diambil melalui
penggunaan instrumen penelitian secara tertulis tetapi juga

mendapatkan informasi tambahan dari responden.
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